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Abstract 
This study aims to analyze the competence of protocol officers in the Protocol and Communication 
Division of the Regional Secretariat of Bolaang Mongondow Timur Regency. The findings indicate 
that the protocol officers' competencies are still inadequate, as evidenced by technical errors such as 
tardiness, lack of mastery in protocol regulations, and poor communication skills. Limited personnel 
and budget constraints exacerbate the situation, hindering the smooth execution of leaders' 
agendas. To address these issues, continuous training to enhance technical and managerial 
competencies and a stricter selection process for protocol officer recruitment are essential. 
Additionally, increased budget allocation is necessary to expand personnel numbers and support 
operations. These measures are expected to improve the professionalism of protocol officers, ensure 
the seamless execution of leaders’ activities, and enhance the regional government’s image. 
Keywords: Protocol Competence, Personnel, Protocol Regulations, Regional Government. 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi protokoler pada Bagian Protokol dan 
Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kompetensi protokoler masih belum memadai, ditandai dengan kesalahan 
teknis seperti keterlambatan, kurangnya penguasaan aturan keprotokolan, dan kelemahan dalam 
komunikasi. Jumlah personil yang terbatas serta kendala anggaran semakin memperburuk situasi, 
menghambat kelancaran agenda pimpinan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan 
peningkatan kompetensi teknis dan manajerial melalui pelatihan berkelanjutan serta seleksi yang 
lebih ketat dalam rekrutmen personil protokoler. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih besar 
dibutuhkan untuk menambah jumlah personil dan mendukung operasional. Dengan langkah-langkah 
tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas protokoler dapat lebih profesional, mendukung kelancaran 
agenda pimpinan, dan meningkatkan citra pemerintah daerah. 
Kata Kunci: Kompetensi Protokoler, Personil, Keprotokolan, Pemerintah Daerah. 

 

PENDAHULUAN 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur merupakan unit yang strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi 

pemerintahan, terutama di bidang keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023, unit ini bertanggung jawab 

melaksanakan tugas-tugas penting seperti menyelenggarakan tata upacara resmi, mengatur 

tata tempat dan akomodasi acara, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah 

daerah dan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan organisasi internasional. Peran 
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ini sangat vital dalam memastikan kelancaran berbagai kegiatan pemerintahan yang bersifat 

formal dan non-formal (Dandalt, 2024; ZAKHAROVA, 2022). 

Namun, tantangan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak dapat diabaikan. 

Berdasarkan pengamatan, terdapat sejumlah kendala operasional yang menghambat 

efektivitas kerja bagian ini. Beberapa di antaranya adalah ketidaktepatan waktu dalam 

menyelenggarakan acara, kurangnya koordinasi antara perangkat daerah dan pihak 

eksternal, serta minimnya kemampuan protokoler dalam menjalankan tugas sesuai standar 

yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kompetensi protokoler 

yang perlu ditangani dengan serius (Bel et al., 2024; Brown & Head, 2019). 

Kompetensi protokoler meliputi berbagai aspek, seperti kompetensi teknis, 

manajerial, dan sosio-kultural. Kompetensi teknis mencakup kemampuan mengelola acara 

resmi, tata letak, tata upacara, serta penggunaan alat pendukung yang relevan. Kompetensi 

manajerial diperlukan untuk mengelola koordinasi lintas lembaga dan memastikan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara sistematis. Sementara itu, kompetensi sosio-kultural 

berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak yang 

memiliki latar belakang budaya yang beragam, sehingga mampu menciptakan hubungan 

kerja yang harmonis dan produktif (Kapucu & Demirhan, 2019; Zahorka et al., 2019). 

Sayangnya, berdasarkan data yang diperoleh, hanya 2 dari 13 protokoler (15,30%) 

yang telah mengikuti pelatihan terkait tugas mereka, sementara 11 lainnya (84,70%) belum 

pernah mengikuti pelatihan. Data ini menunjukkan rendahnya tingkat pengembangan 

kapasitas sumber daya manusia di Bagian Protokol. Minimnya pelatihan ini berdampak 

langsung pada kinerja protokoler, yang ditandai dengan kurangnya keterampilan teknis dan 

koordinasi yang buruk dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (Aasland & Braut, 2023; 

Halonen-Akatwijuka & Park, 2021). 

Kinerja yang belum optimal ini menjadi salah satu alasan utama pentingnya 

pengembangan kompetensi protokoler. Pelatihan yang relevan dan terstruktur dapat 

menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas SDM di Bagian Protokol. Pelatihan ini tidak 

hanya penting untuk meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga untuk membangun 

keterampilan manajerial dan sosio-kultural yang diperlukan dalam pekerjaan mereka. 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol.4 No.3 September - Desember 2024 

 

Doi: 10.53363/bureau.v4i3.473   2990 

 

 
 

Dengan demikian, protokoler dapat lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas 

pemerintahan (BAIMENOV, 2020; Davoudi & Johnson, 2024). 

Selain itu, pentingnya kompetensi protokoler juga tidak terlepas dari tanggung jawab 

besar mereka dalam menjaga citra pemerintah daerah. Acara yang diselenggarakan dengan 

tata protokoler yang baik mencerminkan profesionalisme pemerintah daerah dan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penguatan 

kapasitas protokoler memiliki dampak yang luas, baik dalam mendukung kelancaran 

kegiatan pemerintahan maupun dalam membangun reputasi pemerintah daerah (Ancarani 

et al., 2021; Bogar, 2023; Tokakis et al., 2019). 

Dalam konteks keprotokolan, terdapat standar dan norma yang harus dipatuhi, 

seperti aturan tata tempat, tata penghormatan, dan tata upacara yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Standar ini bukan hanya formalitas, tetapi juga 

menunjukkan tingkat profesionalisme dan penghormatan terhadap tamu atau tokoh 

masyarakat tertentu. Hal ini membuat kompetensi protokoler menjadi aspek yang krusial 

dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam situasi yang memerlukan presisi tinggi 

dan pengelolaan yang matang (Loyless, 2023). 

Meskipun tantangan yang ada cukup kompleks, peluang untuk meningkatkan 

kualitas Bagian Protokol juga terbuka lebar. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, seperti 

alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan SDM, serta peningkatan kolaborasi 

dengan lembaga pelatihan profesional, Bagian Protokol dapat meningkatkan kompetensi 

mereka secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif tidak hanya pada efisiensi 

operasional, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan 

pihak-pihak terkait (Jacobs & Wonneberger, 2019; Jacobsen & Salomonsen, 2020). 

Berdasarkan hal-hal di atas, kajian mengenai kompetensi protokoler di Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi sangat 

relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang 

kondisi kompetensi saat ini, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

protokoler, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kapasitas 

mereka. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat mendukung profesionalisme 

dan efektivitas Bagian Protokol dalam menjalankan tugasnya. 
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Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana kompetensi protokoler pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur? 

2. Apa saja faktor determinan yang memengaruhi kompetensi protokoler pada Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitiannya adalah adalah: 

1. Menganalisis kompetensi protokoler pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 

2. Mengidentifikasi faktor determinan yang memengaruhi kompetensi protokoler pada 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. 

Metode ini berfokus pada penguraian data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun 

lisan, yang diperoleh dari pengamatan terhadap perilaku serta pengalaman individu yang 

relevan. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana kompetensi 

protokoler pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Timur dijalankan dan faktor-faktor yang memengaruhi 

pelaksanaannya. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti memahami fenomena 

berdasarkan sudut pandang subjek penelitian, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih 

menyeluruh dan kontekstual (Dandalt, 2024; Jacobsen & Salomonsen, 2020). 

Penelitian dilakukan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi langsung terkait kompetensi protokoler yang diterapkan. Bagian ini memiliki 
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peran strategis dalam mengelola berbagai kegiatan resmi pemerintah daerah, sehingga 

menjadi lokasi yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

keprotokoleran. 

Fokus penelitian adalah kompetensi protokoler, yang mencakup kemampuan teknis, 

keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas di Bagian 

Protokol. Kompetensi teknis ini meliputi pengetahuan dan keterampilan praktis yang 

mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Penelitian ini juga mencakup subfokus seperti 

kebutuhan kompetensi yang baik dan perencanaan kebutuhan personil protokoler, 

termasuk aspek teknis seperti jumlah personil, anggaran, dan fasilitas yang memadai untuk 

menunjang berbagai agenda pimpinan. 

Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Peneliti 

bertindak sebagai pengumpul dan penganalisis data, menggunakan berbagai alat bantu 

seperti pedoman wawancara, catatan lapangan, dan rekaman audio. Pedoman wawancara 

berfungsi sebagai panduan untuk memastikan semua aspek penting dibahas selama 

wawancara. Selain itu, dokumen resmi dan arsip yang relevan, seperti SOP dan laporan 

kinerja, juga digunakan untuk memberikan konteks tambahan dalam analisis (Bahasoan et 

al., 2019; Loyless, 2023; Tokakis et al., 2019). 

Sumber data penelitian ini meliputi tiga kategori utama: informan, tempat, dan 

dokumen. Informan terdiri dari Pj Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kepala Bagian 

Protokol, serta dua orang protokoler. Tempat penelitian mencakup lokasi kerja Bagian 

Protokol, di mana peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas protokoler. 

Dokumen dan arsip, seperti peraturan dan catatan kinerja, digunakan sebagai bahan 

tambahan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. 

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan tugas protokoler, menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan. 

Observasi dilakukan untuk mengamati situasi dan kondisi yang ada sebelum dan selama 

pelaksanaan kegiatan protokoler. Sementara itu, dokumentasi mencakup pengumpulan 

data dari catatan dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian, seperti hasil evaluasi 

kinerja dan SOP (Nikolakopoulou et al., 2020; Northcutt et al., 2021; Wang et al., 2024). 
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Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian dengan mengadaptasi model Miles 

dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik seperti triangulasi, pengecekan 

anggota, dan analisis kasus negatif. Keabsahan data diuji melalui empat kriteria: kredibilitas 

(credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan objektivitas 

(confirmability). Teknik ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan memiliki 

validitas yang tinggi, baik secara internal maupun eksternal (Fenza et al., 2021; Mahmood et 

al., 2019; Youn Ahn et al., 2021) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian Kompetensi Protokoler Pada Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

Pada era pembangunan saat ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas 

dan peran aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka. Salah satu bagian 

penting adalah personil protokoler, khususnya pada Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Protokoler 

bertanggung jawab memastikan pelaksanaan ketentuan tata tempat, tata upacara, dan tata 

penghormatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. 

Keprotokolan bertujuan memberikan penghormatan sesuai jabatan atau kedudukan 

seseorang dalam acara kenegaraan atau kegiatan formal lainnya. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 menjelaskan bahwa keprotokolan adalah 

serangkaian kegiatan yang mencakup pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata 

penghormatan untuk menghormati jabatan atau kedudukan dalam pemerintah maupun 

masyarakat. Hal ini mencakup penyelenggaraan acara resmi, kunjungan kerja, pelantikan, 

penandatanganan perjanjian, dan penerimaan tamu. Keprotokolan menjadi tolok ukur 

kesiapan dan profesionalisme sebuah institusi pemerintah dalam menyelenggarakan acara 

formal dan semi-formal. 

Protokoler memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran acara pemerintah 

yang melibatkan pejabat tinggi, baik dari dalam maupun luar daerah. Kompetensi yang baik 

diperlukan agar protokoler dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, mulai dari 
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komunikasi, perencanaan, hingga pengelolaan acara. Kompetensi ini tidak hanya berkaitan 

dengan keterampilan teknis tetapi juga mencakup kemampuan berkomunikasi, manajemen 

waktu, dan koordinasi lintas lembaga. Untuk mencapai standar tersebut, pelatihan dan 

peningkatan kompetensi menjadi keharusan bagi personil protokoler (Alison et al., 2022; 

Musitia et al., 2022). 

Beberapa pejabat pemerintah memberikan pandangan terkait kompetensi 

protokoler di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penjabat Sementara Bupati 

menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi 

protokoler dalam menghadapi kompleksitas tugas mereka. Ketua DPRD dan Sekretaris 

Daerah juga menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap kemampuan protokoler, 

terutama dalam hal pengelolaan acara dan koordinasi lintas instansi. Semua pihak sepakat 

bahwa kompetensi yang mumpuni adalah kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan 

acara resmi maupun non-formal. 

Selain kompetensi, jumlah personil yang memadai menjadi salah satu faktor penting 

yang mendukung pelaksanaan tugas protokoler. Saat ini, perencanaan kebutuhan personil 

protokoler di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih menghadapi kendala, baik dari 

segi anggaran maupun kuantitas. Penjabat Bupati dan Ketua DPRD menyatakan bahwa 

perencanaan yang baik harus mencakup pemenuhan kebutuhan jumlah personil sekaligus 

peningkatan kompetensinya. Meskipun terbatasnya anggaran menjadi kendala, sumber 

daya yang ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Harnischfeger et al., 2020; 

Naslund et al., 2021; Recky H. E. Sendouw et al., 2023). 

Kendala yang dihadapi oleh Bagian Protokol meliputi jumlah personil yang kurang, 

kompetensi yang belum memadai, dan anggaran operasional yang terbatas. Hal ini 

berdampak pada pelaksanaan tugas yang kurang maksimal, seperti kesalahan dalam 

pengaturan tata tempat, penyusunan rundown acara, dan komunikasi dengan pihak terkait. 

Kendala ini memengaruhi citra pemerintah daerah, terutama dalam acara-acara yang 

melibatkan tamu penting dan pejabat tinggi. 

Berdasarkan hasil observasi, protokoler yang ada saat ini sudah menunjukkan kinerja 

yang cukup baik, tetapi masih memerlukan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi 

mereka. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau studi banding ke 
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institusi yang memiliki protokoler lebih berpengalaman. Selain itu, proses rekrutmen 

personil protokoler harus diperketat untuk memastikan hanya individu yang memiliki 

kompetensi dan dedikasi tinggi yang direkrut. Anggaran yang terbatas juga perlu dikelola 

dengan lebih efektif untuk mendukung peningkatan kapasitas personil (Giudici & Filimonau, 

2019; Mello et al., 2020; Rantung, 2019) 

Kompetensi dan jumlah personil protokoler adalah faktor krusial dalam menjamin 

kelancaran tugas Bagian Protokol di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Untuk itu, 

diperlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi, mencakup peningkatan pelatihan, 

evaluasi kompetensi, dan optimalisasi anggaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan 

protokoler dapat menjalankan tugas mereka secara profesional, meningkatkan citra 

pemerintah daerah, dan menjamin kesuksesan setiap acara yang diselenggarakan (Chung et 

al., 2021; Morte-Nadal & Esteban-Navarro, 2022). 

 

2. Faktor Determinan dalam Kompetensi Protokoler 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan menjelaskan bahwa 

keprotokolan mencakup serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tata tempat, tata 

upacara, dan tata penghormatan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Aturan ini 

bertujuan untuk memberikan penghormatan sesuai jabatan atau kedudukan seseorang di 

negara, pemerintahan, atau masyarakat. Sebagai panduan utama, undang-undang ini 

menjadi pedoman bagi protokoler dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar 

pelaksanaan keprotokolan sesuai standar, diperlukan kompetensi yang memadai dari setiap 

personil protokoler. 

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kompetensi personil protokoler di 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih 

belum optimal. Beberapa kesalahan sering terjadi, seperti keterlambatan hadir di lokasi 

acara, kurangnya kemampuan komunikasi, serta penguasaan aturan tata letak tempat 

duduk dan susunan acara yang masih lemah. Kesalahan ini berdampak pada citra 

pemerintah daerah, karena tamu undangan sering memberikan kritik terhadap pelaksanaan 

acara. Selain itu, penugasan personil sering kali tidak mempertimbangkan kompetensi 

individu, sehingga beberapa acara tidak berjalan sesuai rencana. 
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Kompetensi protokoler dapat dibagi menjadi kompetensi teknis dan manajerial. 

Kompetensi teknis mencakup penguasaan aturan keprotokolan, kemampuan mengatur 

acara, dan keterampilan teknis lainnya. Sementara itu, kompetensi manajerial meliputi 

kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta problem solving. Mengacu pada teori 

kompetensi dari Spencer dan Spencer, kompetensi juga dapat dikategorikan ke dalam 

kompetensi pribadi, profesional, dan sosial. Untuk meningkatkan kualitas protokoler, proses 

rekrutmen harus mempertimbangkan kualifikasi ini agar menghasilkan personil yang 

mampu melaksanakan tugas dengan baik (Gamble et al., 2021; Gunawan et al., 2022; 

Ullman et al., 2022). 

Kekurangan jumlah personil menjadi kendala besar di Bagian Protokol. Dengan padatnya 

agenda pimpinan, jumlah personil yang ada saat ini tidak cukup untuk mengakomodasi 

kebutuhan kegiatan. Kekurangan ini diperburuk oleh kompetensi yang belum memadai dari 

sebagian personil. Akibatnya, kepala bagian protokol kesulitan menugaskan personil yang 

tepat untuk mendampingi pimpinan dalam acara-acara formal, yang sering melibatkan 

pejabat daerah lain dan memerlukan penguasaan keprotokolan yang tinggi. 

Kurangnya anggaran menjadi faktor penghambat dalam menambah jumlah personil dan 

meningkatkan kompetensi mereka. Anggaran yang terbatas memengaruhi kemampuan 

pemerintah daerah untuk merekrut personil baru maupun mengadakan pelatihan 

keprotokolan secara berkala. Akibatnya, personil yang ada harus bekerja di bawah beban 

kerja yang tinggi, yang pada gilirannya menurunkan kualitas pelaksanaan tugas dan 

memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan. 

Faktor determinan yang memengaruhi kompetensi protokoler meliputi kompetensi 

individu dan jumlah personil. Kompetensi individu mencakup penguasaan tata aturan 

keprotokolan, kemampuan komunikasi, dan keterampilan teknis. Sementara itu, jumlah 

personil yang memadai diperlukan untuk memastikan semua agenda pimpinan dapat 

terlaksana dengan baik. Dengan personil yang minim, beban kerja yang tinggi membuat 

kualitas kerja menurun. Oleh karena itu, pengembangan jumlah dan kualitas personil harus 

menjadi prioritas utama (Cecilione et al., 2021; Gunawan et al., 2020; Välimäki et al., 2023). 

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan 

pelatihan keprotokolan, rekrutmen yang lebih selektif, dan optimalisasi anggaran. Pelatihan 
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harus difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, sementara proses 

rekrutmen perlu memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kualifikasi tertentu 

yang direkrut. Selain itu, evaluasi secara berkala terhadap kinerja personil juga dapat 

membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan memberikan solusi yang tepat (Farrar et 

al., 2021; Xiao et al., 2020). 

Kompetensi protokoler merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan 

tugas di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Namun, tantangan seperti kekurangan 

jumlah personil, rendahnya kompetensi individu, dan keterbatasan anggaran harus segera 

diatasi. Untuk itu, perencanaan kebutuhan personil yang matang, peningkatan pelatihan, 

dan alokasi anggaran yang lebih memadai sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, 

diharapkan pelaksanaan tugas protokoler dapat berjalan lebih profesional, meningkatkan 

citra pemerintah daerah, dan memastikan keberhasilan acara yang dihadiri pimpinan 

(Balconi et al., 2022; Kukkonen et al., 2020). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi protokoler pada Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih 

belum memadai. Kesalahan-kesalahan seperti keterlambatan, kurangnya kemampuan 

komunikasi, dan penguasaan aturan keprotokolan sering terjadi, yang berdampak pada citra 

pemerintah daerah di mata pimpinan maupun tamu undangan. Selain itu, jumlah personil 

yang terbatas tidak sebanding dengan padatnya agenda kegiatan pimpinan, sehingga 

menyebabkan kelelahan dan penurunan kinerja protokoler. Kendala anggaran juga menjadi 

salah satu faktor yang menghambat peningkatan jumlah personil dan pelatihan kompetensi 

protokoler. 

Untuk itu, diperlukan langkah perbaikan yang signifikan baik dari sisi peningkatan 

kompetensi teknis dan manajerial, maupun pemenuhan kebutuhan personil. Dengan 

kompetensi yang lebih baik dan jumlah personil yang memadai, diharapkan pelaksanaan 

tugas protokoler dapat berjalan lebih profesional, mendukung kelancaran agenda pimpinan, 

dan meningkatkan citra pemerintah daerah. 
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Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil 

penelitian, antara lain: 

1. Rekrutmen Personil dengan Standar Kompetensi Tinggi 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu 

meningkatkan standar kompetensi dalam proses rekrutmen personil. Hal ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa personil protokoler yang direkrut memiliki kemampuan teknis 

yang baik, memahami aturan keprotokolan, serta mampu menjalankan tugas secara 

profesional. Selain itu, proses rekrutmen juga perlu disertai dengan seleksi yang ketat 

untuk mendapatkan personil yang benar-benar kompeten. 

2. Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan 

Personil protokoler yang ada saat ini harus diikutsertakan dalam pelatihan dan 

pendidikan keprotokolan secara berkala. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan 

kemampuan teknis, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi, koordinasi, dan 

pengelolaan acara. Program pelatihan dapat mencakup studi banding atau kerja sama 

dengan institusi lain yang memiliki sistem keprotokolan lebih maju, sehingga dapat 

menjadi referensi untuk perbaikan di masa mendatang. 

3. Peningkatan Anggaran untuk Operasional dan Penambahan Personil 

Pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah dan tim anggaran perlu memberikan 

alokasi anggaran yang lebih besar kepada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. 

Anggaran tambahan ini diperlukan untuk menambah jumlah personil protokoler, 

terutama dalam menghadapi padatnya agenda pimpinan. Selain itu, anggaran tersebut 

juga harus digunakan untuk mendukung operasional tugas protokoler, termasuk 

pelatihan dan pengembangan kompetensi personil. Dengan dukungan anggaran yang 

memadai, agenda kegiatan pimpinan dapat berjalan lebih lancar dan profesional. 
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